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INTISARI

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekmayalam yang
terkandung didalamnya dalam wilayah republik indimesebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasgshdndonesia dan merupakan
kekayaan nasional, hubungan antara bangsa Indodesgan kekayaan nasional
adalah hubungan yang bersifat abadi, negara mekabdtewenangan kepada Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)ulkintnembantu tugas
pemerintah dibidang pertanahan, mencegah pemanfietah yang dapat merugikan
orang lain dalam arti membiarkan tanah menjadatear, perlu diadakan Evaluasi
Pelaksanaan ldentifikasi dan Penelitian Tanah M&tasehingga diketahui kendala
yang dihadapi serta upaya yang akan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengandekatan kualitatif.
Obyek penelitian tanah terindikasi terlantar, lokzenelitian di Kabupaten Lombok
Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, data primemmit dari panitia C dan
sekertariat tanah terlantar, data skunder berupa ylaidis/fisik tanah terindikasi
terlantar, data penggunaan dan pemanfaatan taealgufpulan data dengan cara
wawancara berkaitan dengan masalah penelitian,ndehkiasi dan observasi obyek
penelitian. Teknik analisis data yang digunakanladddeknik analisis deskriptif
kualitatif dengan cara pengelompokan data, penygjiambahasan dan analisis data,
kemudian pembuatan kesimpulan penelitian.

Pelaksanaan identifikasi dan peneitian tanah terasi Kabupaten Lombok
Barat Kecamatan Batu Layar Desa senggigi telahkshl@akan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, terdapat beberapa kendkastoperasional internal yaitu
struktur organisasi dan unit kerja yang belum jabésya, dokumen pendaftaran tanah
sulit ditemukan, belum ada laporan bentuk pengadoangenai tanah terlantar dan
keberadaan pemegang hak sukar ditemukan, kendtala tgoerasional external serta
yaitu belum ada sanksi yang tegas terhadap pemédgdngang menelantarkan tanah
dan hak keperdataan pemegang hak atas tanah yatapkan sebagai tanah terlantar
belum jelas. Kendala koordinasi pelaksanaan dengsiansi/dinas terkait yaitu
masih rendahnya respon instansi terkait terhadtgregh terlantar kendala koordinasi
dengan instansi/dinas terkait, upaya mengalokasikaa dari APBD dan daftar isian
proyek, tanah terindikasi terlantar diperoleh bsadkan tinjauan langsung Kantor
Pertanahan, berkoordinasi dengan Kantor Kehakim#wi dan Ham, memberikan
teguran kepada pemegang hak yang menelantarkan tana

Keywork: penertiban tanah terlantar, identifikaangenelitian tanah terlantar
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Landasan UUPA adalah Pancasila dan UUD 1945 pd&salyat 3
yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yarigandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesardyasantuk kemakmuran
rakyat”, Pasal 1 ayat 2 UUPA berbunyi “Seluruh bumir dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandungladidya dalam
wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia TuhamgrMaha Esa adalah
bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia daopai@n kekayaan
nasional, dan pasal 1 ayat 3 UUPA berbunyi “hubongatara bangsa
Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa tekndaiam ayat 2 adalah
hubungan yang bersifat abadi”. Hubungan yang l@ralfadi pengertiannya
hubungan bangsa Indonesia bukan hanya dalam gesekasang saja tetapi
untuk generasi selanjutnya, oleh karena itu sundbga alam harus dijaga
jangan sampai dirusak atau diterlantarkan.

Dalam melaksanakan tugas dibidang pertanahan, pgatememberi
tanggung jawab kepada Badan Pertanhan NasionabRendonesia (BPN
RI) yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Depantedemgan visi
mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesarkesmkmuran rakyat,
serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarak&ebangsaan dan
kenegaraan Republik Indonesia. Salah satu misikuntewujudkan visi
tersebut adalah mengembangkan dan menyelenggardtetjakan
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pertanahan untuk peningkatan kesejahteraan ralpgiciptaan sumber-
sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan keraiskdan kesenjangan
pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BRAN t&ah
melaksanakan pendaftaran tanah dan penerbitaridjasi, sertipikat hak
atas tanah bagi masyarakat, badan hukum dan pearsaSetiap pemegang
hak tersebut wajib menggunakan dan memanfaatkeath thaknya sesuai
dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hakfgm@yataan di lapangan
menunjukkan bahwa tidak semua pemegang hak menkmunaan
memanfaatkan tanah hak yang telah diberikan kepadaesuai dengan
tujuan pemberian haknya, bahkan banyak pemegangatask tanah yang
tersebar di seluruh provinsi ada indikasi menet&ata tanahnya. Terdapat
lebih dari 7,3 Juta Ha tanah terindikasi terlamtiaseluruh wilayah republik
Indonesia, kondisi tersebut mengindikasikan bahwensi tanah yang
merupakan sumber kemakmuran bagi rakyat tidak demagmn sebagaimana
mestinya, sehingga tidak dapat memberikan kesegdite bagi rakyat
banyak.

Berdasarkan data inventarisasi dari Kantor Wilagaldan Pertanhan
Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barauma2010 terdapat tanah
yang telah diberikan hak/dasar penguasaanya atah tebih dari 25.022
Hektar are di 10 kabupaten/kota yang terdiri d&@7 bidang tanah yang
terindikasi diterlantarkan oleh pemegang hak, sebadesar bergerak

dibidang pariwisata, tanah yang yang terindikagértfintarkan oleh badan
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hukum dan investor paling banyak terdapat di Kabem Lombok Barat
dengan jumlah obyek hak sebanyak 30 bidang dengas keseluruhan
mencapai 1.007 Hektar are. Kabupaten Lombok Baga merupakan salah
satu kabupaten yang tingkat pembangunan pariwigatangat tinggi.

Tanah merupakan unsur yang paling utama dalam gegoban. oleh
karena itu tanah-tanah Hak/Dasar penguasaan aals yang diindikasikan
terlantar ini perlu ditertibkan sebagai upaya metadian sumber
kemakmuran bagi rakyat melalui penataan kembalkhtdaanah hak yang
diindikasikan terlantar tersebut demi peningkatagsefahteraan rakyat
khususnya di Kabupaten Lombok Barat.

Salah satu tahap kegiatan dalam rangka penertdoaah thak/dasar
penguasaan atas tanah yang terlantar adalah ikasititanah terindikasi
terlantar yang dimaksudkan untuk meneliti secatd daik subyek maupun
obyek hak atas tanah/perijinan untuk memperoleha dpénguasaan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah serta aspekidisikya pada lokasi
tanah yang diindikasikan terlantar, selanjutnya datsebut dapat dijadikan
dasar penetapan langkah tindak lanjut dalam rapgkgendalian pertanahan
khususnya penertiban tanah terindikasi terlantagngy peruntukan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatadioyagunakan
untuk kepentingan masyarakat dan negara melalarmef agraria dan
program strategis negara serta untuk cadanganankganya, sehingga dapat

memberikan kemakmuran secara optimal bagi rakyat.



Beranjak dari uraian di atas, penulis tertarik naglakan penelitian
tentang: EVALUASI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN
PENELITIAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN LOMBOK

BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT”

B. Rumusan Masalah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melaksankentifikasi
dan Penelitian serta upaya-upaya untuk menertibtearah terindikasi
terlantar, tetapi sampai saat ini belum ada satupdang tanah terindikasi
terlantar yang ditertibkan, hanya sebatas melayamgkirat peringatan dan
teguran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyusmusan
masalah penelitian yang sangat mendasar terkagttigsn tanah terlantar :
“Bagaimanakah pelaksanaan identifikasi dan peaslitanah terlantar dan
kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukaneRetah Kabupaten

Lombok Barat terkait penertiban tanah terlantar?”

C. Batasan Permasalahan
Penelitian ini hanya menganalisis pelaksanaamtifdexsi dan
penelitian terhadap tanah terindikasi terlantargyparada di Kecamatan
Batulayar Kabupaten Lombok Barat untuk mengetahendkla yang
dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Pemeriktddiupaten Lombok

Barat terkait penertiban tanah terlantar.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mengetahui hasil pelaksanaan identifikasi dan peael tanah
terlantar yang dilaksanakan Pemerintah Kabupatenbbd Barat.
b. Mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kalapabmbok
Barat dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar.
c. Mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupatmbok
Barat dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar.
2. Kegunaan
a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi péaherin
Kabupaten Lombok Barat dalam mengambil kebijakantateg
penertiban tanah terlantar.
b. Sebagai bahan untuk memperkaya khasanah keilmuasusya
mengenai tanah terlantar.
c. Sebagai bahan kajian pustaka di lingkungan Sekolaiggi

Pertanahan Nasional.



BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dagaingulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian yadidgpksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, di Kecamataru Batyar Desa
Senggigi terdapat tanah yang di kuasai oleh Badaui yaitu: PT. Bumi
Gora Batu Layar, PT. Pantai Indah Kerandangan,\/Ma Karya Wisata
Alam dan PT. Bangun Lombok Internusa yang diteddw@n dengan alasan
Badan Hukum tersebut tidak menggunakan dan mentkafag/a sesuai
dengan jenis, sifat dan maksud pemberian hak aaasht dengan
mengabaikan rencana pembangunan sebagaimana yaagtien didalam
Surat Keputusan sebagai dasar perolehan hak.

2. Pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanahntderl yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Bsaat ini belum
efektif karena adanya kendala teknis operasion@rmal yaitu: struktur
organisasi dan unit kerja yang belum jelas, biad@kumen pendaftaran
tanah sulit ditemukan, belum ada laporan bentula@éman mengenai tanah
terlantar dan keberadaan pemegang hak sukar ditemudendala teknis
operasional eksternal yaitu: belum ada sanksi yegas terhadap pemegang
hak yang menelantarkan tanah dan hak keperdatamege®g hak atas

tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar nbgklas. Kendala
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koordinasi pelaksanaan dengan instansi/dinas teyadu masih rendahnya
respon instansi terkait terhadap tanah terlantela degas dan tanggung
jawab belum diuraikan secara jelas.

3. Walaupun terdapat beberapa kendala teknis opeedsidan kendala
koordinasi yang di hadapi, pemerintah Kabupaten haknBarat terus
berupaya melaksanakan penertiban terhadapa tangherndikasi terlantar
yakni dengan cara tetap melaksanakan Peraturanrifeahe Nomor 11
Tahun 2010, penanganan tanah terlantar dipusatkda pekretariat tanah
terlantar, alokasi dana dari APBD dan daftar ipavyek, tanah terindikasi
terlantar diperoleh berdasarkan tinjauan langsuranté¢ Pertanahan,
berkoordinasi dengan Kantor Kehakiman Hukum dan Haremberikan
teguran kepada pemegang hak yang menelantarkah t&mapenyuluhan
kepada instansi/dinas terkait stiap rapat koordipeasmbangunan. Kegiatan
ini dilaksanakan demi tercapainya penertiban taedhntar sebagai wujud

dari penegendalian dibidang pertanahan.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian, chipan kepada Kantor
Wilayah Badan Pertanahn Nasional Provinsi Nusa da&reg Barat agar
menindak secara tegas terhadap badan hukum yanglanenkan tanah
yakni terhadap PT. Bumi gora batu Layar, PT. Pamaah Kerandangan,

PT. Viva Karya Wisata Alam dan PT. Bangun Lombadieinusa agar bidang
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tanah tersebut dapat di optimalkan kembali sesaapah jenis, sifat dan
maksud pemberian hak atas tanah.

. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinssaNTenggara Barat
bersama sama pemerintah daerah provinsi maupurp&iu mencarikan
alternativ terhadap tanah yang di terlantarkanrsepembina pemegang hak
atas tanah dengan cara membentuk kemitraan, rbedgtr ataupun
pengalihan hak atas tanah kepada yang mampu méngéqan kembali
tanah tersebut.

. Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasional ProvinssaNlienggara Barat
Beserta Kantor Pertanahan kabupaten/Kota agar let@hingkatkan lagi
koordinasi dengan dinas/instansi terkait demi feacg/a tujuan penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar.

. Di harapkan pemerintah daerah agar berperan akidnd pelaksanaan
penertiban tanah terlantar, pemerintah daerahhagas menindak tegas para
pemegang hak atas tanah yang menelantarkan tangardéerlebih dahulu
membuat peraturan daerah mengenai tanah terlaetangga tidak ada lagi
pihak pihak yang menelantarkan tanah.

. Diperlukan koridor hukum yang memberi kejelasanakigp pemegang hak
atas tanah mencakup hak dan kewajiban yang haalsukian, tanpa harus
mengorbankan hak keperdataan atas tanah yang dikyasBidang-bidang
tanah yang telah secara jelas dinyatakan sebagal terlantar, perlu ada

payung hukum yang menetapkan bahwa pengelolaangdpeaan dan
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pemanfaatannya) ada pada Pemerintah Kabupaten/téoiaa mengurangi
hak keperdataan pemilik/penguasa tanah yang beasiamy

. Pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk penyeagwu peraturan
mengenai tanah terlantar, peraturan itu merupakaplikasi dari makna
bahwa tanah merupakan karunia Tuhan YME kepada ddamgdonesia
sehingga pengelolaannya harus berdayaguna untektwegan sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, bagi pihak yateh menguasai tanah
dengan sesuatu hak sesuai ketentuan UUPA atau geaagu lainnya, harus
menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai keatfah dan tujuan

pemberian haknya.
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